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BUPATI NATUNA
FROVINSI KEPULATUAN RTAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN HAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

mahwe  unlule  melaksanzskan Jeetennzan Pasal 43
Peraturan Meonteri Dalam Negeri Normos 113 Tahun 2014
lentang AJengeloloen Beusngan Desa porlu menezaplan
Feraturan Tuapall Maluna tentang Pedomen Pengelolaan
Kenangdn Desa;

babwa berdasarkan pertimbangan sebogaimana dirnaeksd
dalam hurul a, perlu ditetaplean Peraturan Thuapat Malung
lentang Pedoman Pengelolaan Kenangmar Thess,

Lndang-Undang  Momar 533 Tahun 19499 tertang
Pembentukan Kabupslen Pelslawsn, kKabupaten Rolan
Huha, Kabupalen Rokan Hilir, Kabupaten Siale, Kabupaien
Earimun, Rabupaten Natuna, Kabupaten Kuoran Singingt,
dan hota Baram: [Lembaran Megara Repubdlik Trcdoenesia
Tahun 1999 Yamaor |81 Tambshan Lembanim Megsra
Republik  Indonesia homor  3902)  sebagaimana  relan
divbzah  beberasakali terakbir  denpan Undeng-Undangs
fomor A4 Tehur 2008 (eniane Perubahan Ketiga Atas
Uncizng-Undang Momor 53 Tahun 19499 tentang
Pembentulkan Kabupater Pelalawan, kKabupaten Rokan
Hula, Kalasalen Rexan Hilin, Kabupalen 3isk, Kabupaen
Famren. kabupaten Natuna, Kabapatcn Kuatan Sinsingl
tdun Keta Batam; [Lembaron Megera Hepuoalile ladones.a
Talbun 2008 MNomor 107 Torbahon Lemboran Negara
Republik Indonesia Namaor 4R850,
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ITndang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 twnlwng
Pombeontulan Provins] Kepulauan Biau (Lembaran bogara
Repulrik lndonesia Tabun 2002 Neomeor 111, Tambahan
Lembaran Megara Repuaolik Indenesia Nomor 1237);

Idang—Tndang Nomor © 2 Tahoan o 2011 IErlsng
Pombeontokan Peoraturan Fonandane-undsatgan {Lembaran
Mepara Repuldhik  Iedonesia Tahuon 2011 Nomer 82,
Tambahan Lombaran Megaes Republik [ndonesia Nomor
S234);

Uncang-Undang Nomor & Tahun 2014 icotane Desa
{Lernbaran Mepara Republik Indeaesio Tahun 2014 Nomor
7, Tembahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
S495);

Undang-Undang  Nemor 23 Tahun o 2014 endang
Pemermtoh Daerch, [Lembaran Megora Bopublik Indonesa
Tabtwn 20014 Nomor 224, Tammbanon Lembaran  Mogurs
Repuhlik Tndonesiz Nomor 3587)  sebagaimana  telah
ciubah lcborapslkali terakhir dengan Thndasg-Undang
Momor Y Tahun 2015 tentang Pembahean Kcodua Lndang-
Lrclang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalian
Duacrah (Lembaran Negars Repubok Inconesia Tabuan 2015
Momor 58, ‘Tambahan Lemodarsan MNoegard  Fepublik
Indoresia Moo 5679

Peraturan Pemerintah bomor 538 Tahun 20035 tentsngs
Pengele aan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Repablik
Indoriesia Tahun 2005 Wormror 40, Twinbweban Lembaran

Megara Republik Indonecasia Momor 427H)];

Paraturan Pemnerintali Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Pambmpian  Urisan Pemerintahan  Antara  Pemerintan,
Pemerintahan Deerah Provinsi, dan Pomerinlah Daerah
Kabupatca! Kota [Lombaran Negara Ropublie Indencsia
Tahun 2007 Nomor 852, Tambahan Lemboaran Mognrs
Fepablik Indonesia Momor 4737},

Peraturan Pomerintah Momor 40 Tahun 2007 tentang
Orgorisa=i Perangliat Dacrah (Lemnbaran Negsra Reprablile
lnclone=sia Tahun 2007 Nomor 23, Tambaamsn Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4741);

Peraturan Pemerinlabh Momor 43 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksonoaon Undang-Undang Nomor 6 Taaan
2014 tentang Desa (Lembarar Negara Feouhblik Inconess



Tahun 2014 MNomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 553%);

10, Peraturan Pemerinlah Nomor 60 Tahun 2014 Tenlans
Dana Dess Yang Bersumber Dari Anpgaran Pendapatan
dan Belanja Negors [Lembaran MNegara Repuizlilk Indoncsia
Tabun 2014 Namor 168, Tambuahan Lembarnn Negara
Fepulblil Toduaesia Womor 3358);

L1. Perataran Wenleri Dolam Negperl Nemer 12 Tabun 2006
tentane Pedomsn  Pengelolaan Keuangzan Maerah
sthupanmana telah dinbah beberapsa kali letakhir dengan
Peruturan Menzeri Dalam Megesi NMorpor 21 Tahon 2011
tcntang Peribahan Kedua Peraluran Mentern Dalam Negeri
Memor 15 Tasun 2013 [(Bernta Negara Reovbik Indonesis
Tabnar 2011 Nomor 310);

L4, I'erataran Menter Dslam Meperi Nomor 1 Tohun 2014
tenitang  Pernbentukan Produolk Huobkom Daersbh [Rerila
Nepgra Xepublik Indencsia Tahun 2014 Womore 32);

|2, Peraturan Daerabh Kebuperen Maluns Nomor S Tahun 2013
lentang Pokok-pokok Penpelolaan Keuangan  Daersh
(Lembaren  Daerah Esbupsien  Natuna  Tohun 2013
Moo f;

14, Peraluran Bupati Kabuporen Netuca Momor 33 Tahun
2014 tentang Bistem dan Prosedur Penpelolasn Kousitean
Dacrah [Berita Daerah Kabupaien Naluna Taban 2014
Moamic: 53,

MERMUTUSKAN -

Menelepkan © PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGZLAILAAN
KEUANGAN DIEEA.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dralam Peraluran Bupatl i vang dimalssud dengan:

Daerah adalah Xabupaten Natuna;

Permnenntzb Dacroh adalan Pemerintah KEabuparen Nanmna;
Baparl adalah Buperi Natuna;

Buadan Pemberdayaan Masyarakat dar Penerinlahan Desa
vand  selanjulnva disinglkat BPMPD zdalah Badon
Parmmberdayaan Masyvarakat doan Pomcrintmhan Doesa
Fabrinzlien Naluan:w,
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Badan Pengelolaan Kevangan dan Asel Taerah yang
sclanjutnyva disingkal BPEAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan dsget Nasrah Kabupaten Nalina,

Pejabar lengelola Feoangan Dacrah  wang  selanutorya
diginolezt PIPKD adalah Kepala Satuan Kena Pengelolaa
Eeuangan Lacrah wang selanjutaya dischul dengan dengan
QUKD vang rmempunyal tugas melaksanakaen pengelolaan
APBD dan bortindak sehapai kendahara umnum deecah,
Kecamata:n adalah wilavah kerjn Camal sebapei perangloar
Naerah Kabupzen Natena;

Cumal adalalby Peromeledl Thersh yang berada df wilayan
Kecarnetan,

Diped adalab adalah kesalusn masvarakac hokum yang
meoniliki betas wilayabh vang berwenang untuk mengancr
clan  rmgurus  urosan poonernlaben,  kopontingan
masyarakat sciempal berdasarkan prakarss masyaralosd,
Fale asal usul, dansaaw bak oadisional vang dialui dan
dibormeti dalam  sistem pemerintaban Negars Resatuan
Fepuldis Indonesiz:

Pernetintahan Desa sidwlabh penvelengedradan anisan
pemennishan dan kepentingan masvarakat setompal dalam
sislen pemerintzhian Negara Kessiuan Repu'alik Indonesia;
Permerniah Desn adalan kepsla Desa atau yary disebut
denpan nama Jain dibantu perangkat Deza schagal unsor
penyvelengpara Pemerintahan Desa;

Badsn Permusvawaratan Dosa alau yeng dischbut dengan
nama  lain  sdalzh lembasa yang nelaksacakan fungs
pemerintahan  vang  anggotanva merupzkan walal  das
penduduk Desa berdesarkan  kerorwakilan wilagah  dan
ditetapkon secarn demuolimatis;

Feurnpan Desa adalaly serea halt dan kewagibar Dhesa yorg
dapal dinilai dengan usny serlz segela sesuatil buerups 1ang
dan barang vang berhubunegsn dengan pelalssanaan hak
dan kewajiban Dess,

ergelolaan Koewscgan Desa adalsh keselurahan keglalaen
vang meliputi perencansan, oclaxsemnaar, penatausahon,
pelaporan, dun pertanggngiawaban;

Feneana Pernbizngunan Jangka hMenengah Diega,
selanjulnya disingxat RPJM Desa, adalab Rencana Keplatao
I*embarpunan Dess untulk jangloa wakin 6 (enarm) tahun;
Rencana Kerjg Pemerintak Dosa, selanjulaya cisingloa: REP
These, adaloh  ponjabarsn dari Hencana  Pembangunan
Jaspks Mencngah Desa untizk Janghka waktu | [satu) toban;

Chmpgaran  Pendapsban dan Belamjn  Desa,  selanjutis

disinekat APD Desa, sdalab rerncana keuvoangsn labunan
Iremerinletzan Desa)

Dana Desa adalah decs vong bersumber don anpparan
peadaparan dan belanja negara yang dipenantoldoan bag
Desa vang dittansfer melahu anggaran pendapabar dan
Belanja docrah  wwbepaerfloma dan digponakan uniok
merlbayn  penyoienggaraan  pomerintahan,  polaksansen
pembmmgacan, pemiEnaan lrernasvaralatan, SER]
pernberdayany masydrd kar;

Alokuasi Dena Desn, sclanjutnva disingleal ATIT, adalal duma
perimbangen vang  dilerirma kabupaten/kota dalam
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Angoaran Pendapstan dan Belanja Dacrah kabupatenykols
setelah dikurang: Dana Alokasi Kouasus:

Kelompok transfor adaab dena yang  borsumber  dan
Angraran Pendapatan Belanjs Negara, Anggaran Perrlaparac
Belanja Dacrah Provicsi dan Anpgaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabuparon;

Pemepang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adslah
Kepala  Tiesa atau scbutan nama lain yang  karena
jabatannova  memstnyal  kowenungan  menyelenggaralodn
kescluruhan oengelolaan kenangan dess;,

Pelakzara  ‘l'vknis  Pengelolaan  Keuangsn [esa yug
selan'tmnya cisingkat PTPRD adalah unsur perangaat desa
vang  membantu  Kepsla Desa untuk  melassanakan
penzelolaan keuangan desq;

Sewrstaris Desa  adaah benindak  sclakua koordimator
pulaksnnnnn pengelolaon keuangan desa)

Kepala Seksi adalah unsur der? pelaksans tchms sesual
derigan hidangnva,

Bendehare  adalah unsar  slal  sekretariat  desw  wang
rrernhidangl urusan sdminisiast kcuangan unick
monaldussbizhan kevangm: desa;

Rrekenng Kas Dese acalah rekening fempart meonyimpan
varg  Pemermigh Desa yong menampung sclurah
penerimann Deosa den diptnakan untuk membayar selaruh
pengeluaran Sess pada Bank yang ditclapkan:

Penerimnear Desa adalah Uang vang berasal did seharuh
pendanatac desa yang muasuk ke AP Desa melaid rekening
kas dusa;

Pengeluaran Desy adeleh Uang vang dikeluarkan dari AI'B
Desa melalul relsening kas dasa;

Surplus  Anegoran Desa adaiah sclisih lelih ancara
sendapatan dess dengan belanja desa;

CDefisit Angearan Desa adaolalh selsh kureang antars

pedaparan desa dengan Lelanja dess;

. 2ign Lebili Perhitungsn Argmaran vang selanjuloya disingkal

“iLPA  adalah  selisih lebin  realisasi  penerimoon don
pengeluaran anggaran selama satl poriode snges ran;
Kegiatan adalah bagian dari bidang vang dilakssnskan oleh
sei1y atau lebin dard pelaksana kepiacan schagad bagian darni
poncapsian saseron terukur pada suam bidang vang rerdin
duri wekumpular tindaksn pengershan sumber daya baik
vang borusa persenal [sumber dayi manusia), barang meocd=1
rermasule peralatan dan teknelogl, dans slan kombirast den
meberapa ati. kesernus jenis sumber daya 1Ersetut schbagd
naskan finpun untuk menghasilkan kelusrsn foudpl)
dalarm bentuk barang/ja4a;

Kelumran feutsudl adalah barsrg dan jasa wsng dihasilkan
pleby kepinran  vang  dilsksanakan  antok mecdukung
poncHEiET sasaran den Ljusn prograim dan kebijalan:
Rencans Anpgaran Blaya ydang sclanjutnyva dismghot HaAb
adaleh dokimen perencanaan oan PeNBUIEEATAN YELE JCris
rencana pendapetan, rencang belanja bidong dan kegintan
Dresa sor-d rencana pemblayasn selagal dasar pelaksaraan
APE Desa;



A5 Fural Persetujuan Penarikan Turai yang  sclsnjutnya
dizinglat EPPT adolzh  dolmen  wvang diterbitkan olch
bendahara  dengan perzeinjuan Kepala  Desa unmulke
moelakukan cengisian vang i kay desa;

S0, Surat Perminmaan Permisysran veng sclanjuonyas disinglkat,
SPP acalah dokurnen yang diterbitlzan olch pejabat vang
bertangoung  ‘awab  alas  pelaksansan  kegictan  untuk
rEnpEsIkan poerminlasn pemboyaran,

7. Fuimbursement  adalab merapakan sisiern pergeanlian
blayy zlam wvang harus membayar terlebib cdatnilu dan
kermudian diajukan klaim pengpaniian;

38, Peraturan  Desa alalab peraturan perundang-undarean
verg ditetankan oleh Kepala Dosi screlah dibshas dan
discpalkari bersarna Badan Permusyawaratan Desa,

BAE II
ASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

(1) Wewangan desa dikclola sccara totib, taat pada Peraturan
perundang-andangan, efisien, elonomis, efekiil, transparan,
dan bertangsung  jawab  denpan  memperhalikan  asas
keadilan, kepatufac, dan manfaat uariuk rmasyaraal,

(2] Tertib sebagaimuns dimulksud pada ayat (1), adalalk: banwa
katngan desa dilkelola seeara tepar waktu dan tepsl guns
va1rg dicugeng dengas buki-bukl adminislrasi vang dapal
dipertangsungjowalikarn.

f3] Taat pada Peoralamn perundang-undangsan scbhagaimana
dimalksad  pada  ayar [1], adalah balwa pengelelazn
keusnpan  desa hoous berpedeman pade 2eraturan
peroandang-undangan.

i4] Efisien zebagaimuana dimaksud pada svat (1], merupakan
pencapaian kehuarsn vang moksimum dengan masulkan
lerient atau penggunaan masukan eremdah unhek
mencapal keluaran terlentu.

[} Ekonomis  schapgaimana dimaksad pada avat (1),
merupakan  perolchan  masulan dengan looalitas dan
kuantitas werientu pads tinghkat aarga veog terendatb.,

1
L

iG] Efektif schogaimana dimaksud pada ayar (1), merspakan
peacapaian hasil  program dengan largel vane welah
dhlelapkan, ywitu denpan cars membancinglian keliuaruan
dengan hasil.

|7] Tramsparan schagiimana  cdumabksud  pada aval (1)

-

morupakan  prinzip  keteroukase  vang  memungkmloon
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magyaraksl  unluk  mengerahuii dan mendapatkan akses
urformasi selazs-luasnys tentsng keusngan desa,

|%] Bertangmung jawab ssbagaimana dimaksud pada aval (1),
merypskan perewpudan kewajiban sescorang . untuk
memoeriangeungawabsan penzelolaan dan pengendalion
sumbor dova don oclakssnaan kebijakan vang dipercayalan
kepadanya delarl rangksa pencapaian Ljusn vang telah
diteraplian.

(% Keadilan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keseimbargan  disleilbuos kewenangan dan oendansannya
dan/aran kescimbangzn  distdibusi hak dan kewanban
berdasarkan pertinbangan vang chjekul.

(1M Repatutan schagsimana dimalksud pada ayat (1], adalzh
tindakan atau suatl sikap vang cilebukan dengan wajar
dan proporsional,

(1L Manfaat yock masvarskat sebapoimans dimaksud pads
aval [, adalah babwa kevsngan desa dintamakan unluk
pemenchan kelniahaa masyarakat.

12ilengclelaa  keuangan  desw dilaksanaken dalaum suatu
gigtern yvang terintegras vung divuiidkan delam APR Desa
yang seliap lahun ditetapkan dengan peraturan desa,

(13 Pengelolzar kenangsn desa sebagaimans dimakswl pada
avar [12), dikclola dalam masa 1 |sati) ahun angzaran
yasni mulal tacggal 1 Januan sampal devgan anggel Gl
Diesemher,

BAR II1
KEKUAEAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Fasal 3

i1) Kepels Desa  adalah pomegang kekuesann pengclolaan
kewangan  desa dan meowakill Perneriniebh Desa dalam
Lepermilikan kekayaan milk desa yang dipisabken.

(2] Kepaln Dess scbagai pemegang  kelmasaan pengelolaan

kenangan desa sebapaimens  dimaksud pada avat (1],

TICTIID ULy R Keweria ngan:

a. menctapkan kehbijnkan fentang pe.alisanaan AZTE [Desa
bersams B2,

I, menetaptzan PTRRLY,

o menelapkan penagas yang  melskukso fenmnguten
pohcTimann desa:

5
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d. menvelujul pengsluaran atas keglatan yang ditetasksn
dalam APR Desa; dan

e, mealcakan Lindzkan vang mengakibatkan pengeliacan
atas bohan APB Desza.

Kepala Desa dalamn cnelaksanakan pergelolaan kewangan

desa, dibentu cloh PTPRT.

Pagal 4

PTPKD schagaimena dimslsud dalom Pasal 2 oayat (5)
werasal dard unsur Peranglat Desy, tecdirni dari:

a. Sekretariz Dosa;

b, Kepala Seksi; dan

c. Bondahara,

L0 sebapaimane dimaksud pada ayat (1) ditecapkan
dengan Kepuivsan Kepzla Dosa seliap ol anggaran.

Pa=zl 5

Gelretarie Desa sebapaimana dimaksiad dalam Pasal 4 avat
(1% huraf o berlindak selaln koewrdinacer polalkessns talknis
penpelolaan keuanean desa.

Qekoetaris  Desa  selaln koordinsine pelaksana  leknis

peneelolean kouangan desa sebagaimans dimakeud peda

Ayml (1] mempunyal Lugas!

a, Menyusin dan meleksanakan Kebijzkan Pengelolaan
AIPE Dress;

., Mepvusun Ransangan leraturan Desa tenlang APB
Nesa, perubahan APR Jcsa dan peranggungjawaban
pelaksanaan AVB Desa;

v Melakukan poneendelinn terhadap pelaksanaan lzeglalsn
g telaby ditetapksn dalam APS Desa;

g, Bonyusan oelaooran dan - perlanggungiassbnzn
pelaksanaan APB Dess, dan

e, Molusukan verifitasi lerhadap oultti-bukl! penerimasn
can penpeltaran APE Desa.

Pazal &

Kenaln Sclsi sebagaimana dirnsionkddalam Pasal 4 ayac (1]
huruf b bertindsk sehagal pelaoksana kegiatar sesual dengar
Ticiangnya;

Kepela  Seksi  schagaimana  dimaksud  pada ayar (1)

MCTIPUILYED LIZAS!

a. Menvusun rencana pelaksanaan keeinlan vang menjadi
tangzang jawalinya,

b, Melaksanakan Neglatan dan/atau borsamas Lembaga
Kemasyorskalsn Desa yane lelak ditcrapkan di dalam
APD Desa;

¢, engendalikac pelelsanaan keglatan;

d. Melapoerkan  perkemoangar el ksanaan  kegiatan
kepacs Kopala Desa: dan

c. Menviepkan dozumern anggoran alas beban pengeluars
pelilisanaan keglitan.
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Paszal T

Bendahara schagalmana dimalesued dalam Pasal 4 ayvat (1]
buruf o di jabat oleh scaf pacda Urusan Keuangan;

Bendahara schagamena  dimaksud  pada  ayat (1)
mempunyai mapEas: Mmenerima, melyimpan,

menyetorkan/ membayar, meratausahalian, dan
memperlaneg ungjawalblkan - peoerimmaan pendapatan desa
daun  prnpeluaron pendapstan desa delam rangha
polaksaneasr AFB Dosa.,

BAB IV
APEDesa

Bagian Pertama
Asas Umum APE Desa

Pasal B
AFTS Thesn dlogusun sEHLIA tlerman kebuuhan
Py cleniggarasn prernerin Lighusr Mewa, pelaksanaan

pembanguman Desa, pombinasn xemasvarakalan Desqa, dan
pombordayaan masvarakal Dosy;

Poiyusunan A'B Uesa. schagaimana  dimaksud  aval (1)
berpedoman kepada EKI® De=a dalamn rangle moewujudlaan
pelavanan keparda  masyecokat untule tercopaloya tojuan
]J:‘fl'flt‘f_EIHr.'-I;

APBDvsa mompunyil [ungEs :

a. Otorisasi;

b Porerncanas;

¢, Pengawasan,

il Alokasei

¢, DisinbusL

Al'B Desa, I'crubahan AMB Desa den Pertanggoosgjaveaban
Realizasl Pelalsanaon APE Desa sotiap shun diletaphan
dongan Paraturan Desa

Pzrataran Desa tentang Perubahor APBDecsz schagaimuns
dimeksid pada ayvat [ ditetaplear paling lanbat 30 [tigs
puliah bard selelah Peraturan Taerah tentang Perubahon
AI'BD Rabupaten ditelapkan.

FPordlurun Desa lenang Perlangeungawaben Pelaksanaan
APBLyesa sebagnimeana dimaksud pada aval 4 dilelapkan
paling lambat 73 {dga) bulan sctelabh beraldhirnws taoun
angeEaran.

Pazal 9

Tunws! olorisast seimgaimana dunalksud dalam pasal 8 ayal
[3]  herarli banws angparan desa menjadl dasar ouniak
me=laksandkarn pendapstan dan belama pada talhuan yeng
bersaripkitan,

Fungsl poroncanaan  schapaimana dimaiksud dalam pasal &
ayat (3] herarti bahwa sngearsn dess menjaci pedoman Jagi
maaaietnen delam perencernsan kegalan pada cahun yeng
bersanekulsar,



i3] Fungsi pengawssan sebagaimena dimaksud dalam pasal 8
avat {3] berarti bahwa angzaran desa merjadi podoman
untuk  menilad  zpakah keglatan oada wbun yang
bersangkaton.

4] Funpsi alokasi scbagaimare dimeksud dalam pasal & ayat
(3) berarri bahwa anugaran desa hams diarahkan unnik
lapangan kerjo/ menguranel perpangauran dan pemnborisin
sumber duva, seria meningkatkan elisiens: dan cfckiviias
pereloonormman.

13] Fungsi distribusi sebagaimana dimaksad dalam pasal 8 ayal
(3] berari  buhws  kebijakan angparsn cesa harus
memperhatikan raso keadilan dus kepartan.

Pazal 10

Setnls penerirmann dan pengeluaran dess baik dalam bontus
wana, barang danfatan jasa dienggarkan dalam APD Desa.

Pazal 11

; (1] Pereritiaan cesa  terdini dan pendapetan desa can
aeroriraan pembiavann dosa;

2] Pererimaan desa sebagaimana dimsksod pada ayat (1)
merupakan porkiraan ywerg teruloar scoars rasional yang
dapat dicapal unouk setinp sumocr pendaDalan;

[3] Penerirmaan pembiovoan scbapaimana dimalssud pada ayat
O] milalah semna poncrimasn wang perln dibayar kembali
batk pacds taban angzioar yang bersangioutan mEupnae pada
tahun-.abun angearan borikutnysg.

Pazal 12

(1) Pengeluaran desa terdin dan belanja desa den pengelinaran
pemblayaan desa,

2] Belsnia desa sebagairana dimskessd pada awat (1)
merapakan porkiraan  beban  pongelusrsan desa vang
giglnkasikan seeara wedil dan merata sger relact daparc
diniktnali oleh  selaruh kelompols  masyarskat  tonpn
diglkriminasi, Whususnya  dalam  sembeorian pelayana
LTI,

(3} Pengelusran pernlisgaan sebagaimana dimalksad pada ayel
11] acalah pengeluzear Fang akan ditetima gomball baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan macpun pada
tahun-talhiun angearan berdiuloys;

(4] Dalom penyusunan APB Desa, penganggaran pengsloaren
sebapaimana dirmmsxeud dalam ayat (L harus didukung
denpan adanya kepustian ersciianys penerimaan dalam
Jurnlaby vang cualksup;

(@] Penpangearan untuk seliap pengeluanan di APB Desa liarus
cidukurg dengan dasar hukum vang melandasinya.
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Pasal 13

Pendapatan desz, belanja dess dan perobisyaan desa vang
dianpgarkan dalam APB Dess didasarkan osada ketentuan
peraiuran perundang-undangsas;

Selurubh pendupatan desa, belunja desa, dan pembiayaan
desa disngwarakan secara brato dalam APE Dasa, kecuall
ditenrulkan lain oleh peratiran perundang-uncangan.

Bagian Kedua
struktur APB [esa

Pazal 14

APT Desa terdirl otas :

d,  Pendapeian Desg;

. Belangs Diesa; dan

o, Pembioyaan Desa,

Pendepatan Desa schagaimana dimaksud pada ayzr 11]
Fu-ul a diklasifilasikon menurul kelompols, jonis dan;
Belanja Desa sehagnimana dimaxsud pada ayat (1) huaral &
diklasiikssikan menurot bidang, kegialan, kelompok, jonis
dan;

Pembiayaan schuagaitnans dimaksuc pada ayat (1) nauf ©
diklasifikasibkan menurna kelompols, jonis dan chyek,

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Fasal 15

Pendepalan Desa sebagoimars dimaksud dalaan Pasal 14
zvat [1] hurwal @, melipuri semua pensrimadgn uang melalui
releening desa vang merupakan hok dess dalzm 1 {satu]
mahun angparan vans tidalk perha dibayar kernbali ech desa;
Penclapatan Desa sebwmgaimana dimuaksud rdalam Pasal 14
avat (1], terdin atas kelompok:

a. Pondapalan Ash Tesa [PAD Desd):

b. Transfer;

r. Pendapaton Lain-lain wang sah.

Kelompek PAD Desa scbapaimana dimaksed peda ayat (20
hurul /, terdirt atas jemis :

A, Hasll usaha;

b. Hasil asel;

e,  Awadaya, parrisipasl dan gelong royong; dan

d. Lain-lain pendapatan ash desa,

Hazil usaha desa selspaimen: dimaksud pada avat (2]
Harwl 4 antara lain hasl Bumdes, torah kas desc,

Hasl asel sehagatmans dimaksud pada aval (3] homaf b
antira Isin tambstan  perabn, pasar  dess,  pempac
ponandian urmurn, jarlngan igss.

Swadavs, partisipasi dan wpolong  royeng  schagaimana
d'malesud pada ayel (3] harul o adalabh membangure: deagan
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Loekualan sendind vang meibalkan porsn Sorbid masyaralkal
borupa tenoga, barang voang cinial dengan wuang.

Lain-lain pendapatan asli desa schagnimans dimaksud pada
ayat (3, huraf d antara lain hosil ;omgutan desa dan jasa
giro/ bunga banlo

Pasal 16

Kelompole transier sebagaimana dimaksud dalum Pasal |15

aral (2] Tl Ly, teredind atas jenis .

d. Tlanm Dess;

b, Daelan dar Hesil Pajak dan Retribusi Dacrah
Kabupatonr;

.  Bagian dari Hesil Botribws Decrah;

d. Alnkasi Dana Dasa [(ALD);

e.  DBantunn Ketangan dor: APBL rovinsi; dan

. Teniuen Kewzangan APFBD Kabupatcn.

NRaniuan Keuangan dari APGD Provine]l dan Bontan Al'BD

Kabupalen scebagairmana dimaksud pada ayat (1) huamap o

dan [dansar bersifat urmam dzn khusus.

Baniuan KHeuangdan hersalion kousus sebogoimeana dimaksud

s mral (20 dizelula delann APBDess  wrapl  tidslk

Jrerspkan dalam kelentuan pengrunaan paling sedilar F0%

[tufuh pulub perseralus) dan paling banyaiz 30% [tHea puluh

perseTalasl.

Kclompok peoncapatan  lain-lain  selbagaimang dimakacd

dalam Pasal 13 ayac 2) hurul o, werdivt slas Jenis

a. llilkab dan Bumoangan dorl pilsde kebgs yang bhdsk
neenipikel;

b Lain-lain pendapatan Desa vang sah.

Pacal 17

Hibah dan sumbangan cari pihak kelipgs wang ldek
mengikot schagaimani dimaksud dalam Pasel 16 avat [2)
huruf a adalah pemberizn berupa usng dari pihak ke dga;
Lain-lain pondapatan Dess yang sab selapaimana r11ma.-&u-:l
clalam pasal 16 syac (4] huraf b, anlera Jain bastuan
perasahaan vang beroloasl di des

Bogian Keempat
Belanja Desa

Pasal 18

Belanja desa scbagaimana dimaksud dalam Pesal 11 avat (1]
hurul T, melipinti semua penecluaran deri rekening desa
vang merdpakpe keworiban dessa dalam L [sala) tahun
argraran waing  licdak akan  diperolel:  perberarannga
Lkembual cleh Jdesal

Belurjs  dess  sebapaimana dimaksud  pada aat [1]
dipermunakan dalam  rangls mendanal  penyeenpggErasn
leowenangan Desa,
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Pasal 19

Klosifileasi Belanja Nesa schagaimana dimalkend dalam pasal
14 avat (1) aurwl b, terdirni atas kelompaok

n.  Penyelonegaraan Pemerintoban Desa;

7. Pelakssnasn Permbmngunan Desqy;

¢, Pembinocn kemasyarakataon Jhoeus;

d. Pemnierdavaan Masyarakat Dess; dan

g, Brlinjs Tak Terchaga.

kKelompok belanjs schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagl dulam kegiatan scsuud dengan leebutuhan Tesa yeng
relol dirvangkan dalaa BEI Desa.

Kegiatan scbagsimana dimaksed pade ayac (2] terdint atas
jernis belanja :

5. Pegowal,

. Barsng dan Jusa; dan

1z Maodal.

Pasal 20

Joris belanja pegawal sebagaimana dirrakezd dalam Pasal
1% aval (3 hura! a, dieoggerzan unlek pengelusras
prnghuasilan tetap dan tunjangan bagl Kepals Desa dan
Perengkar Doesa, sertn tunjangan RRPD:

Belonja Pegawsi sebagaimana dimaksud pada avat (1]
dinnggorlan daalzrr leelempolk Penyelengparaan
Pernerintaban Uesa, kepintan pembayaran penghasilan Lelap
dan inangen,

Beolan'a pepawsi schagaimans  dimaolesad  pade avat (2]
polalesanuanava diboyvarkan seriap bulan.

Pasal 21

Belanja Dareng dan Jase sebagaimana dimsksud dalan
pasal 12 ayar (3 ourul bodipenakan unluk peo geluaran
penibeliz / pengadaon barang yang nilal mmanfuginya loarang
dari 12 (dua belas) bulan;
Belanja Darsng/jssa sebagmimana dimalsud pada ayat (1)
antara lain:
o, Honorarinm:
b, Uang Lembu:;
c.  Belania Bahan Pakal Habis;
c. Belama Jass Kaator
. Bolan'a Jasn E1R;
f  Belanjz Culak dan Penggundaan,
g Belanja Sews Rumak ! Gedung/ Gudang/ Markir;
. Reanja Sewa Sarana Mobilitas;
Belanja Sewa Alal lerat;
" Belanja Sewy Perlenpglkapan duan Peralatan Kanlor,
k. Telanja Malkanan dan Minuman;
1. Telanja Pakalsn Dinas dan Atribulnga;
n1. Belania Pakaiarn Kerjs;
b Belanja Pakeiso Khusus dan Han-har Tertentug
0. Balanja Perjalacan Dinas;
p. Insentif Buki: Tetangea Bukun Warga

1t g



i}, Permberian Barang  pada masyvarakal/ Kelompale
masvarakac,

(3 Imsentil Fukun Tetangga fRukun Warga  schagamansa
dimalksud pada ayar (2) hurul p adalah banoian vang uniuk
opecrasienal lembaga RIYEW  dalsmn rangka mombuaniu
pelalsanssn Lugas pelayanan pomennlahan, percncallasn
pembangunan,  keleaoamor dan ketertiban, STl
penbesdayvaan masyvarakat desa,

4] Dperasional lembaga RT/RW sebagnimana di-naksud ayet
(3 Jdupar dilckulkan pembevaran mengunaksn rme<anieme
RErirninarsemant

(5] Pembesian barong puada masvarakac kelompok masyaraloal
sebagaimana dimaksiud pade syat (2] hural g dilakukore
unlak menunjang pelaksanaan kegiztan,

Fazal 22

(1] Belanja Modal sebmpaimana dircaksud dalam Pasal 19 aval
(3] haruf ¢, digunaksn untuk pengeluaran dalam rangks
pembelianf pengadaan barang atau bangunan yong nilal
manfaamya lebih dar 12 [dua belas) bulan;

3] Telenja Medal kondaraan diras ateu alaz transporiasi guna
mendukung operasional persngkat desa/BIPD dianegarkan
dalam  lLelanjo penvedivan  aperasonal  Pemerinizh
Tesgm FTRPTS.

(3] Pembelian/fpengadaan Belonje  Modal  Kendaranon Dinas
harus berdasarkan analisa zebuluban dea elah mendapal
porsejuan aparl

4} lembelian/pengadasn barong atau bangunan sebagalmants
elimoiesud  pada oevat (1) digunskan uniclke kegiaters
penvelonggaraan kewenangat desa,

Pasnl 25

{1] Dalam kewddaan darorat danfatau Keadean Lusr Biass
(KLE], pemeriniah Dz2za dapat melskokern belanjs wuog
I : beum rersedid anggaranaya;
12| Keadamn darural rdanfatau KLE  sebagsimang dincaksad
pada avas (1] merupakan keodaan yang silaloya tidak bias
ata cidak dinarapkan berizlang dan/stau mendesaks;
i3} Keadoon darurat schepaimana cdimaksud ayal (1) waitu
antara lain dikarenake: bencana alam, sewsial, kercsolon
sarana dan prasarans;
4] Kesdaan luar biasa scbagaimann dimalsud ayat (1] karcna
K1 /wabah;
‘5] Keadaan dararqat dan uar biasa schagsimwmna ayat (3
ditetsplkan cenpan Kepatusan Bupati;
(3] kegiatm: dalar keacaan darursl sebagaiman: clirmalesid
pacla ayat (2} dianegs-kan dalam belangs ridale terduga,
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Bapian Kelima
Pembiayaan Desa

Pazal 24

Pembiavaan Desa sebagaimana dirmaksad dalam Pasa® 14

avat {1) hurel ¢ rmedpotl somua penerimaan yang Derln

dihayar kembali canfatau pongeliaran yang akan dilenma

kembali, baik pada tebun onpgeran vang bersangkulan

maupn peda tahun-tahun angearan berikutnya;

Perbiayean Desa sebapaimana dimakscd pada aval (1)

lerdivt atas lolompok:

4. Penerimaan Pembisyaan; dan

b. Peneeluarnn Pomblayzan,

Penesimaan Pembizyean sebagaimena dimaksud puda avat

(2% haraf a, monoakp !

. Sisa lebily perhitunpan anpggaran [51.PA] tehun
selehimnya;

b, Pencairan Dana Cacangan;

c. Husl penjualan kokayaan cesa yang dipsankan,

il schbapaimana climalesed pada avac (1] hora? = antara

lain aclampaus:s penerimasn pendapatan eridap belenja,

penghernalan belanja, dan sisa danan keglatan anjearn

SiLEA scbapsimana dimaksud pada ayst 4 merapakan

peneritnaan pembiayasn yane digncakan uniuk:

a. Meonulupi deiisit angzaran spahila realizasi perndapatan
lobil leeei] dart pada realisasi belanja;

b Mendanal pelaksanaan feglatas lang.atlar:;

¢, Mendanal kewajiban lainnva yunp ssmpai dengan akhie
tabun anggaran belum diselesallan,

Pencairan dans cadangan sehagaimana dimnuksd pads oyl

(3] hurul b dianpakan untuk meagangearkan pencalran

dana cadangan dari rekening dana cadangsn ke rekening

kas Desa delam lahae angsaran berkeraar

flasil oenjualsn kebayvaan  desa yang dipisahxan

selbmeainana dimakaod pada ayal [2) oot o digunakan

Ntk menminigedrkar basl ponjualan kekavoar doss yang

tipisshloa.

Pasal 25

Peneslisran Pembiavaan sebagolmeana dimaksud  dalam
Pazal 24 avat 2] arul b, erdizi dari

. Pembenluxan Dana Cadangan;

b, Peyerbaan Mocal Desa

Penerintah  Desa  dapar membenmok  dana cadangan
sebaueimara  diansksud  pada ayat [1] horof e urilak
mendanai keglatan yang penyediaon dananya tidak dupat
gekalipus/sepenuhnyva  dibebanlor dalarm sama tahun
ALZEHTH;

Pembentuk=n dana cadangan sebagaimana dimalisad pad=
ovat (2} ditclgpkan dengan persiuran closu;

Peraturan desa schegaimana dirnaksted pada syvat |3 paing
gedllflt monual:

A, penctapan tujuac pembeniulan dana caduangan,



0. program dan Keglatan yang akan diblawvad darl dana
cadangan;

v besaran dan rincizn tahunan dana cadanpan yang
harus diangearkan,

. sumber dana cadangan; dan

& tabun angparan pelalesanser dang cadangan.

(% Pembentugon dans codangan aulmgmmhnd di-nalsud pada
Aval (3] dapat bersunber darl penyisizan atas penerimaan
s, kecuall dard penerimaan pang peng@unadllnyg telah
ditenlukun  =ccara  khusts  boerdzsarlan peramran
aarundaryg-1nia ngan;

|63] Pembensukan dana cadarpath ‘?-EL".-"Lg’LlII.IdTI.-'J dimalgsud aca
avar (2] hurula ditempatkan pada rekening ler sendiri;

(7] Pengarggarsn duna cacdsngan lidak melebibi tehuare alir
rimss Jabatan Kepala Dessg

(%) Perpertann medal daper dilaksanakan npalila punlah yaog
skan dizertakan calam tahun berkenac teleh dilelaplan
dulam perarturan fes=  lenmmng perverlaan moda  tlesa
borkenaan,
Pepveraan modal dulam rangks pemenihan kewajiban
varg lelah tercantum dalam peraluran desa penveriaan
mocal gade tahun-tahun ssbelummya, ticlale Siterhitkan
peraturan desa  tersendiri separfjang jumleh  penyeriasan
modal tersetant belam maletbibi J'L'llT'L:l"l penyertaan modal
vang lelah cdiernplan dalam peraturan cesa wonlang
penyertann modals

(1 Tealam hal pemerintah desa akan menembah jumlsh macal
vang melebihl pooverisan modal wang telah dilclapkan
dalam peraturan dess wwonldng penyertuan modal, dileloukan
perubabae peraturan desa tentang peryer.dan modal yang
berkonaan.

-
E_-.

Bagian Hetujuh
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 26

(1} Tialam  pengangearan  menggunskan  kode  desa SCE1LAL
denesn Peraturan Menlerl Dalam Negeri tentang Kode don
Drats Wildwah Acdiministrasi Permerincalian,

(2] Roce pendapatan, koce belanja dan kede pembiayaan yary
dizunekan dalmn penganggaran mengunakon feods A loan
peadapatan, Znde akun belarja dun kods w<on peaibiayaan,

(3} Setiap bidang, kepgiztan, akun, kelompok, ieris scrta obvel
v dicantumkan dalam APE Desa mengoraloan lowies
bidane, kode legialan, kode kelempol, kede jenis can loacine
abyelk;

‘4] Untuk tlerlil penganggaran kodo sebupaimana Jdimaleud
pada ayal (1], ayat (2] dan ayac [3], dihiapuan menjaldi satu
kesatuan kode angearan vang dissbuar kode releening;

(B0 Urulan sastnan kede regening APG Desa dirmilal clari kode
almun, kode kelompok, korde jenis dan kode abyels

e
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{6] Urutan susunan numor RAB-Desa Pendapatan i muldd dari
ke provinsi, kede Kode relzening pencapatsn sehepaimana
dimaksud delam Pasal 14 burul s, lercanlarn delam
Lampiran 1.3;

(¥} lkabupaten, kode kecamatan, kode desa dan kode jenis RaB;

(%) Urutan susunun nomer 1RAB-Dess Belarnja dimulai dari kede
prewinsl, kode lkabupaten, kode kecwmuatol, code dess, kods
Jenis RAE, kode bidang dan kode kegiaran;

91 Lrutan susunan nomor BAB-Desa Pem biayean Ji mulsi derd
Ance provinst, kode kabupaten, kode kecamatan, =ode <dcsa
fdan kode jenis HAB:

(L] Zode Desa sehagaimars dimaksad  dalam awat (1],
rocrcantuom dalarn Lampiran 1.1

[11]Kede wxin pendapaan, kode axvn belania, dan kede aloun
pembizyssan  schagaimana  dimaksud  dalam oyer 2,
Irerup=kan baglan susunan aode slkoun kewsrgan desa vang
tercariium dalam Lompiran 1.2,

[12)Kode rekening pendapatan desa  selepaimuna dimalssud
talarn Pasal 14 horaf a, tercacoum dalam Lampiran 1.3,
dtRode rekemiog beldamia desa schasaimana dimakmsiad dalas

I'aszl 14 hwrul b, tercantumn dalam Lo 1.4;

td| Recie mekening pembivaan dess sebagmimsna  dimaksod
dalam Pasal 24 hueal o, lereanium dalam Lempiran 1.5;

i13Jkode dan daflar Bidang dan legiatan pemerintabun cdoesa
tercoanim dalam Laaoiran 1L

[1G)0alam rangka  sinkronisasi hidarp dan kegistan
aebaprimmana dicalesud pada aval [3), secara berkala ckas
disernpurnazan sescal dengan perkemboangan kchutuhan
tesa;

BAB V
PENGELCLAAN

Bagian Kcsatu

Pereocenaan

Pasal 27

(1] Bekrelaris Desa menyusun Raoncatgan Peraluran Doess
teritang AFE Dosa borclasarlear REP Desa fabun borkenasn,

(2] Rancunean Peraturan Desa teniane APD Desa disuson
berdasarkan KAB:

4] Sekrelariy Desa menvampaikan rancangan Peraturas Dess
Lenilang APE Desa kepada Kepala Tiesa;

(4] Dalam penvusunan rancangan Peraluran Desa tentang A'E
Lrcza, Sekrewars Desa oselako koordinator PFUPKED wajib
mernpedomatti arieritas kepinlan soesual doengas vang clatar
dalam peraiuren perundang-undangan;

(=) Rancangar perzlurin Desa entorg APEB Desa sebagaimana

ditnaksud pada avat (2 disampaikan oleh Kepala Dess

kepada Bacan Permusyawaralan Tiesa unluk dibahas dan

s i

P ek 2
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cizepalooti bersama;
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Rancacpan Peraturan Dcsa tenlsng APE Desa disepalati
bersamma sehagaimans dunakzsud pada ayal {2) paling lambat
bulan Oklober labiin besjalan;

Farniat ronesngan Persiuean Desa fentang APBE Tresa
ﬁeb’ugau ana dimaksud pada ayat [1] tercantam dalam
Lampiran IL;

Format persetujuan bersama schagaimena dinalisudl pads
ayal (3 rerrantim dalam Loampiran LI

Pasal 23

Rancangan persiuran Zcosa tontang APE Desa vang telah
disepalali bersama sehagaimans dirnaksud Jalern Pasal 27
avet (4 disampeiken oleh Kepals Dess kepada Bupat
melalul camal paline lambar 3 (tiga) harl sejak disepakazi
Lhtule dievaluas:;

Camat ricrhetaplkan hasil evaluas. Rancangan APE Tleso
zsebamnimana dirtaksud pada avat [1) paling Lama 20 (dos
puluh) hari korja scjak dilerimanya Rancargan Peraluran
Tega Tentang AFB Dosa;

Dralam hel Carnar tidalk memberikan haszil evaluas: dalam
batzs wakiu sehapgaimaena dimaksed pada ayal (2) Peraturan
Dresa zorschual borlaka dengan sendinnmyis

Dalam  Pclaksanaan Dealuasi Camat  meombenluk Tie
Evaluasi Rancangan Meraluran Desa tentang AR D,
Dalam hal Camar tidak memberikan bhasil evalanst dalsm
batas alet sebagaimans dirnakswd pada ayat (21 Peraturan
Desn ersebut berlaky dengan sendiringa.

Dalae: bal Camat menvatakan hasil evaluasi Hanceangan
Peratu-an Desa tencang AP=EDesa tidale sesual  dengan
keperttingan ummr dan peraluran perandang undangan
veng lelih inggl, Kepala Desa melakiikan enyempurnaan
paling larma 7 {ajuh) hori lesja wrknlang sejake diterimanys
hasil ewalumsd,

Pasal 29

Tirn Tealuasi scbagaimana 41 maksud pada pasa. 27 ayal

(4, berasal dari Kecomatan, wordin dar -

a. Camal sebrmgai Ketoa Tim;

b, Sclreraris Kecamatan sehagal Sckrotarns Tun;

¢. Kasi dan Seaf Kecamalan sebagal Angeota,

Tirn Gvaluasi schagaimears di meksad ayat (1], mempunya.

LLgas sebagsl berdent

#. Melakukan evalamsi kesesusian antara APB Desa der
REL Dess,

L. Melakukar evaluasi lerhadap Straktur APE Tesa;

g, Melakukan evaluosi ferhadap keserasian kepentingan
publik seria untak menelit sejauh mana AP Desa lidak
I:nert-!:ntu_ug.:u‘- dergan  kepontingen  wind i, peratiran

ang lehin tnogl dan/alau perataran laincya;

d. orr:lu.ru.h naxil evaluasi dituangksn dalom Eepulizssan
{lameat borupa saran don rehomoendasi.



(3 Penvampaian mancangan oleh kepala desa sebwpainens
dimalisud Pesal 28 svat [1] diserial dengan
a, Dokumen persetujudan bersama antdara pommernnoah desa
ilar Budan Formuosvawsraian Desd werhadap rancangan
APE Dioss;

tr. REF Desa vang telah citezapkan;

¢, Roncano Anggoran Bioyo vang teiah diccanglsan dalom
rancangar APR Dhesa,

(1] Dalanm hal Camat menvatazan hasil evalunasi Rancargan
'erataran Desa tentang APMEB Ucsa tidale scsual dongan
kepenringan umum can peraturan  poruncang-undargan
varg lebik ’r.mg:J Kepalon Deso melakualian perveompumaan
paling lama 7T [lujeh) hart kerja rerkitang seiale dicerimanya
hasil evahass,

Pagal 30

(1] Apahbils hasil cralnas tidale ditindaklanpati ool Kopala Desa
sebogaimana dimakaud dalem Posal 29 ayvat (2] hurof ¢ dan
Eepala Desn elan menglankan Rancangan Perataran Desa
wrnitang APE Desa monjadi Peraluran Desw, Carnzl
menyampailan uvsalan pemboralar Peraturan Desa Kepada
Supatl vhmle dikevarkannva Keputasan Booat toertang
APE Desa;

(2] Pembatelan Peraluren Desa sebagaimana dimaxsud pada
aval (1) smekaliows menysraker berlaloinya pagn APTE Tiesa
tihun angearan schclhamnya;

(3 Zalam hal embatalan scbazaimeana dimaksud pada ayat [£]
depala Desa hanya dapat melskulien pengeluaran terhaca:
aperssional penvelenaparaan Pamerintah Tesa:

(41 Hopalz Desa memberhontikan pelialesansadan Persluran Desa
Faling lams 7 [Duajub] hari kerja  secclah pembatalan
selwgaimang  Jirmakaed  pada avar (3 dan sslanjutnys
Fopals Desa borsama BPDD mencabol perairan dess
dimasid.

(5 Formar surat Bcliomendast Persciwjuan Peralursan Dess dun
Surat  wstlan  pembatal Veraturan Desa schagaimana
dimassud pada aval (1) cercantuem dalam Lopmpivan XV,

Pasal &1

(1) Rancangsn leraturan Desa lentane AP Desa wang telah
chevaluosi citetapzan oleh hepala Desa menjadi Peraturan
Dese entang APT Desa;

(21 Penerspan APTE Desa ditetapian paling lambat 31 Dresernler
tahun  angearz: schelurnoyva daenfatan uEtE:L’ll"; A'ED
Kabuputen ditetaplan;

(3 Format peneapar Porasurar Desa evilang APE Desn
rercantum dalam Lampiran 1V,

A
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Bagian Kedua

Pelakeansan
Pagal 32

Serria penerimaan dan pengeluaran dess dalam rangla
polaksenaan  lewcnangsn  desa dilalsanakan melalu
rekening kus desa,

Seriud penerimaan din pengeluaran dosa sehagaimiila
dimaksud pada avat (1) hacus diduloang oleh buktl yang
wengloep dan sah,

Pemncrintah desa dilorang melakukan  pungulan sebagad
neceriraan desa selain yang dilclapkar dalam peraturan
tiese,

Fanal 33

Bendahara depat menyimpasr
pada. amlsh erienca dalam rancks
kegintan di prrmerintanan desa;
Jumlah maksims] uang dalom kas Tanal schagaimana
dimalesud pada dvan 1] berjumlah Tp. 25.000,0060,- (Dua
puhih ima fuie mpich),

Khusus untuk desa vang belum terangian cengan layanan
nerbanlean, jumlab malesimal kas Tunai schagamana
dimnakaud pnda gval (2 bevuomiahBEp, 30.000.000,- (Lieog
prilth fura raeioh)

nsng dalam Kas Tunzi Teso
memreaibhi etrauohan

Pasal 34

Pengzluaran desa veny mangakibalkan beban ALS | RIS
ridak dapat dilsdeakan sebelum rancangan peraaran dess
lemlang APD Desa ditelupkan merjaci peraluran desa;
Fengeluaran cesa schagaimang dimaksud pada ovat (1)
ldak iermasule uniuk belenja pogawsi vang borsiksl
mengikal dan  opcrasionsl ;:ucrl-rmt-;:-ra_r herapa aclang-
harang dan josza pada bitlang PEIyCICTIRGAUEn el crintalian
cesa sebhalps belanms bz—m—mg dan jasu habis pakal vang
citctapkar dalam poraburan kepala cosa;

Pengrunasn bBiaya tok erdugs tarlebibh dulu haros dibogal
Rincan Anvesran Diava yang telab disahkan oleh Kepala
[Fesa.

Setiap desa dilerany melakulas pengeluaran was bebar
Anspuran Desa untuk winan lain yang zleh ditctepakan
dalam APEDesn

Pengelusrsn Belanja Uesa nengunakan prinsip  hemad,
tidak mewah, clektif, afesicn, skonomis dan sesual doengan
ketenoaan peraluran perandang-unaangan

Pasal 35
UnluL pengisian kas desa dalwm pelalsanusn kegiatun,

hendahara dapat menpsjularn Sural Persctijuar Penarikan
Tunai (2FPPT, cleanga_n persetujuan Kepala Desn;



Tl SR T

T g

b .:-I::.F. =HOORDN A%

i

[£3}

(7
(3]
()

(1]

(2}

{11

(<)

(3]

(1}

Sural  Perselujusr Penarkan  Tumai  (SFPT) dia ukan
berdasarkan  estimasi lkebutuhan  pelaksaraan  kematon
wATLT direneEnskan;

Uclakesane Kepistan  menggjokan peodanaar untuk
melakesralun kepistan harus disertad dengan doloomcn
anrars lain Bencana Anggaran Biays,

Rencana Anegaran Mays schagaimmand dimaksud saca ool
i1] di werfiknsi olch sekreters deosa dan di sabikan olch
xepala desa;

Pelaksana Wegiatan borsngpungjawalb torbadsp tndakan
poascluarsen yang  menyebablan atas bebomn angedran
belasju kewiglen dengan mempersunakan nota/akour dan
lowiransiseris huku  kas  pombanig kegintan  schagal
pertanggungjawabsn pealksanaan kogialan di desa;

Format  Sural Perserujuen Penscksan Tuncal {SPPT)
sabasnmana dimaksud pada ayst (1) lercantam dal:
Lampiran ¥.1;

Iermer Hencano Angparan Blaya scehagaimaca dimakescd
pada avar {3) tercan.um dalam Lampiran V.2

Formar lwitens’ sehapaimana dimaksud  pade ayat [3)
lercanium dalam Lampiran V.0

Forrnat niltu  kas  pembaciu legiatsn sebapaimana
dimaksud pada ayat (3] tercanlum dalam Lampiran V.4,

Pasal 36

Derdasarkan Henoans  anggaran blayd ssbegrinana
ditnakstel dalam pasal 35 avat [3) polaksans kegiatan
mengAjukar Surar Pornintaan Peicbayaraa [EPF kepada
kopala desa;

Surdl  Permintaan  Pombavasan (BP0 scheagaimeana
dimuakswn] pads ayer (1) tdsk boleh cilalookan sehelnm
barang dan wtal jasoa diterime,

Pasal 37

Pengajaan Sural Permintaan Permnbavaran [SPR

sebogoimana dimaksud dalam Pasal 36 wyvat 2} tercin wlus

g, Surat Permintasn Pembavaran (S1PH);

b, Perovataar tangsungjawab belanjo;

o Tampiran 2tk transsaksi separtd  nols/fakiur dan
kvl tamsi.

Formir  Surdal Perniniaan Pombavaran [(SPschagaimane

dimaksud pada ayar 1] hurof s, tereanoom dalam Larnpiran

RE

Forma:  Uomyaiadn  tangoangiawai belanjaschagaimsny

dirnaksue pada aya: (1) huref b, wereantus dalam Lampioun

VT2

Pazal 38
Dalam prneajuan polslksanaun pembavaran sebagaimund

dimaksud dala-n 2asal 37, 3ekretaris Desa berkewajiban
ke



a.  Meneli kelengkapan permintaan pembayvaran di sjukan
olch polaksuana kegiatan,

h. Menpuji kebenaran perhitacgan tagihan atas behan AlB
Dezn vang terepnlum dalam permintasan pernhayaran,

o Menpuii ketersedian dane untule kegiatan dimaksad;

d. Menglak pengojuan perrniniaan pembayaran oleh
nelaksuna kegiatar apshila Gdak memenahl pereyaratan
g ditelankan.

(2} Berdasarkan SP2 yang telah ei verifhkasi Sslretaris Dosa
sebagn'mans  dimsksud poda aval (1), Kepola  Dosw
menyvetgjul  perminizan pembayvarsr dan accsliara
melakulian pembavaran;

(3) Pemibayoran vany leldh dilalugan sebagaimane pace aval
(2] sclanjutnya bendahara  mclakukan  pencazalan
pengeluaran.

Paxal 39

Beondahars desa sebagal wajlh pungu. pajos pengaasilan (FPh

dan pujak lsinnya, wajib menvelorkan  selaroh penenmeann
posongat dan oajak vang dipunguanne ke rekening kas negara

sestal dengan keienluan peraluran perundang-undangan.

Pasal 40

Perpadssr barang dandatag jasa di Desa borpecomnan pada
Formiuran Dupati Notuna lenlang Pedomen dan Tata Ceea
Ponpadas Narens fJasa di Diosa,

Bagian Ketiga
Perubahan APE Deaa

Pasal 41

i1} Perubwhan Peraturan Desa wentang AME Dose  dapat

4 dilakuisan apalila terjadi:

i, Keadsan  vang  menycbabxan  horus dilakukan
pergesceran anlar bidang, keglatan dan jenis belanga;

b. Keadsan wung menyebablan sisa Jebih perhitungan
angearon [SiL1IA] tabun sebolumnys Darus diprnalkan
duam tahun acrjalan:

t, Terjadi  Penambahan  danfaton pengurengan dalam
Pondepatan Desa pada Tabran Berjelan; danfata

d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerinla’s dan
Pernerintah Dacrah.

(2} Perubahan APB Desy hanya dapat dilakukan 1 [satu) Lali
dalam | [sa] tahon anegaran;

(3) Pengpunadn SILPA tahun sebelumnva dalam perubaban
APE Dosa, wvaild Keadaon wang menvebatlan sisa lebih
perbitungan anggaran (SILA) whun sebelumnys  harus
dicurakan dalam sahun berjalan;

a3 ,IH-] Tata cara pehgajuan porubzhan APB Desw adalan swms

-7 IR0 R ASE | dengan lets cara penstapan AT Desn.
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Pusal 42

Apabila Desa menerima bartuan keuangan asn Pe-nerintah
Ppaat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaien yang
borsifat khusos diterima scwelah peraturan dess ientang
APE Desa diretaplean,  maks pemcrintab desa haros
nclakukan penyesvaian dan selanjutaya dilarnotng dalam
Perubahzn APT Dess azau dicantumkan dalarm laporan
realisasi polakssnaon bagi pemerintah dess yang ddak
me_alkukan perctbwban ADB Doeas;

Nalam hal Danluan geuanuan lersebuor diterima secclah
Perubahan APE Desa, mokd dapat dicanlumkan dalain
laprarar realisast anggarne,

Forubahan APB Desa schagaimana dimnaksvd pada ayar (1]
dun 2] diinfocmasikan kepada BLD,

Pasal 43

Pesgoscran anegaran aomar bidang, antar kegiatun dan aniar
jenis belznja schagainana dimaksud Pasal 41 ava: (1) Baead
d seTla pergeseran anlae obvek belarja dalam jenis belanja
Lerkenaan diformulasikar dalam Perubaban FAR;
Pergeseran anggaran ancar obyek belanja berleenasn dapat
dilakulkan dengan oerselujucn BEDY

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada aval 2]
dilakukarn dengan cara merubah RAE dengan tidak merohah
tiilai snpparan keglatun dan jen.s belamia;

I'crgeseran antar bidang, anter leegiatan dare jenis belags
capat dilakukan dengan cara merubah peraluran desa
tentzng Al'E Dess;

Formar lerubshan BAD sebogaimana dimaksuc pada avat
(1] 1tercantum calam Tampiran VIL

Bagian Keempat
Fenatausahaan

Pagal 444

Kepcla Lhogs, bendahara desa dan orang slau baclan yang
menerma  alau mensuasal vang boramg/kekeyoan desa,
wajib  menyvelengearakon  penalpusahsan sesual o cengan
peraturar perundarg-andangsn;

Pejabal  vang menandatongam  danfatau mengesahbon
dokumen vang berksilan dengan sural buktl veng menjadi
dasar poenermess donfalead pengeluaran aras pelilissnaan
APBE Desy beracgmungiawab ptas kebenarae matendl dan
liersil serta akibsl vang ditimbulkan dan perngglunaan surdl
teakti dimazsud,

Pasal 45

Merataussbaan dilalogzan clelb Bendeharea Doss;

Bendsbara  Dese  owajib  mclakukas  poncslalan setiap
pencrimaan dan penpelaaran scrid melakakan Luwip buku
setiap akhir bulan sccava erlaln



'3] Bendahara Desa wajib  memperanggungjawasksn  “Jang
melalul laporan pertangoungowsban,

4] Laporan perlanggungjpwabsn sebageimana dimalsued pada
ayat [3] diswmpaikan setinn bulan kepada Kepula Dresa dan
paling lambat tangpea. 10 bulan herkutoya.

Pasal 46

Denatdausahean  pencimasn  dan  pengehiaran  scbagaimaca

dimnzlesud dalam Pasal <3 ayal 2], menegunakan:

(1] oulow kas wenim;

(2] oulou Kes Pernbantu Pajak;

{3] uku Bankg; dan

(4] Registor SPTT, register SPD, rugister penerimaarn
pendapatan, register lransalest penerimaan bank, laporan
penaianan leos,

(5] Furmat schasaimana dimaksud pada ayat (1], ayat (2], ayat
(3], dan avar (4) lereantom calam Tampican¥lL L VIILE,
VIS dlan VIL4

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 47

(1] Ma.am rangka perlenggungjawsban pelalezanasn APT Desa,
Pemerintah Do menyusun laporan realisasi pelaksanaonn
APH Deza bulanan, loiwalae, Scmesler dan Tohunan,

i1 Kopals Desa menyampaikan laporan realisesi pelaksanaas
AR Tiesa kepada Bupsl beripa:

a. laporan serester portama; dan

b. laporan semester akhor tahun.

{31 Laporas scmesise pertima sebagaimanay Jirnaksud pacds
ayar (1) hural s berapa laporan reslisasi APE Dieaa;

(1] Laporan redlisasi  polaksanasn APB S Dloss sehagaimana
cimalesud pada avat (1) hurul & disonpaikan paling lambal

e pada akhir bulan Jull tabun berjalar;,

(3] Lapnran scmesler alhir tahun ssbagaimans dimaksud padd
zvat (11 hurul o dissmpaikan paling lambal pads akhr
Bulan Januari mhun berikutnya;

(8] Perwarpaian  laporan  realisasi pelaksanoar ADE - Desa
triwulianr, Sermester dan Tahunon diserail dengan Sural
Permyataan Tanpsingjawah Realisasi APB Desa darl kepals
ces,

(7) Kepala Ucsa wajibh menvoomnpaikan  lembaran konfirmas
penerimann transfer dari REUTY ke Rekening Kas Dosa
setap Iualan don clsampailian scoars teivlar kepala PP
sl TR T

{8) Apabila sampai akhir wmhun terdapat sisa dasi penariksn
tural vang dilakuken oleh bendahara, males bendabara
wajib membuat Sural Seroran Pengsinbalian Selanga [BEIB)
ke relecning sas desa;

9] Desa wajib nenyampalidan laparan pengeianaan CHTIEl Cead

e e A e seliap semoster ke PPED amiuk dikonualidasican dan di
| lapnr«an e Poermerio Ll

.
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(L0)Forrnat sebapaimana dinaksud pada ayaz (1) aval |2) can
aval [3) tercanturmn delam Lampirant=. 1, T2, L3 dan IR

(11Fonmul selhagoimana dimaksud  pada ayat (6] fercmnoom
dalarn Larnpiran X

[12)Format sehsgaimaca cdimaksud pada wyal |7] tercaniom
clalarn Zarniran Xi;

(13 Fermet schagaimang dimaksud  pada wyst (5) tercandiorn
dalam Lampirar X1

(14|Format sebogairana dimaksad pada avat (9] iercantan
dalarm Leunprirac: KIIT

Bagian Keenam
Pertanggungjawabhan

Pasal 45

(1) Pelaporan melipuli scrangkaiar proscdur mmulal dari proses
pengurnpulin data,  pencaldlan, pengikhlisaran SATIPH
tlengan aclanoran AELANTAN dalam TP
pertzngoinejawaban oclaksanaan APB Dess;

2] Kepala Deso menyattpailoan laporan pertangp ngjawaben
realisasi pelaksanaan APD Desa kepada Bupati selap akthir
tohun anggaran;

(3) Laporan perlasggungiawaban  realisam pelakzanan:  APB
Desn schapaimana dimuksud pada aya. (1], terdin da i
pencapatan, belengs, dan pemtaayaas;

(4] Laparan peranggungowaban realisas! pelaksanaan AR
Mesa  sebagnimans dimalsud pada ayat (2] diteraploa:
tlenpan Perataran Desa;

[3] Pesaturan  Desa  lentang  laporsan parbargeurgiaws bar
reclisasi polaksanaan APB Doss sebagaimana  dimaksud
pada avaet (3) dilampiri:

a, Laporar  Jortangguagjawaban Realisasi  Pelaksanaan
AP Dhesa Tabua Anpearat borhenasan;

b, Laporan Kekaysan Milik Desa per 31 Descmber Tahun
Anpasran berkenaan; Jdan

¢. Laooran Program Pomcrinteh dan Pemerinoal Daersh
vang masuk ke desa.

iB) Format sebagaimana dimaksud pada ayat ayal [3] 1ercantum
dalam Lampiran X1V, ]

Pasal 49

|1] Laporan realisasi dan Japnras pertangguigawakan renlisns
pelaksanaan APD Desa sehagamans dimazsud dala-n Fasal
A7 con  Pasal 48 diinlormmasilan kepads mosyvarskal secara
ertulis dan dengan media informasi yvang mucsh cinlses
oleh masyarakal;

(2] Media informmasi sebagaimana dimaksud paca ayer (1}
arlars . papan pengumunan, radio komunitas, can
media inforrmasi annya.
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Pasal 50

(1] Laporan rcaliszsl den laporan porlengzungawaban reslisas:
pelaksanaan APE Desa schagannsa dimalesud daliam Pasa.
&3 ayat (1) cisampaikan kopada Bupat! melalul caanat;

(2] Laporan pertangprngjawelan roalisasi pelaksanasn AZR
Dasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dissanpaiksn
palicg lambat | [sat) bulan sete.ah akhir tzhun anggara:
herkenenn,

Pasal 51

Kelenbuan Iebih lanjut mengenal Penpelolaan Kewanpan Desa
distur dalzan Peraiuran Kepald Dese.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengelolaan Henangan Desa

Pasal 32
- - :
Pengelalaan  zeuangan  desa  meliputl  serangkdisn proses
perencanaan, pelaksanasn, penotovsahasn, polaporan, dan
perlatpunejawaimn depal didakukan  sccara manusl  ataw
mengounaken aplikast komputer.
BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIESAAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Paral 33
Pomerintah Kabapaten dan Cama. melakukan fugas pembinaan
Peloleznannn pengeolocn keaangan doesa,
Pasal 54
Pernbinaan  Pemerintab:, Keoupazsern  dalam pelaksanaan
poengelolaan keuangsn desa yang melipacd pemberian pedarran,
pimbingan, supcervisi, konsallasi, pendidikan dan pelathan,
Pasal] 55
Pemhinaan cemat dalam polaksanaan peopgelolaan kecangan
desa vang mcliputi
a. Memberikan jpeodoman  dan bimbingan  polakssnasan
_ perngelolaan keunngan desi
b, Membernksn Bmbingan  teleis  dasun penyeenpgaran
kevangan dosa yang mencaklll perchicanaall, pomyuUsuTiEem,
st bt ey pelalesonon: don pertanggunejawaluan APBLesa;
b opieemnr ORDIEASE |
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{1]

Membing pengeleaan keuargan desa dan pendsyagurnzsn
aset desa can

Memberilan boimbingan pelaksanaan adminizrasl keunngzen
ek,

Pasal 56

Pombinuan camsl sebapaimana diraksud dalam pasal 53,
dilaiculsan  1im Pembinaan  canfsle Tim Asistonss
Penpelolazn  kheuanpan Desp Tingkat Kocamalan  yang
Jieniuk aleb Camat,

2] Tim Pembinaan donfatoa Tim Eealuasn Pongelolaan

(3

(4]

(1}

Keuvmrgan Desa Tingkat Kecoamatsn sebuapaimana di malkesud
pada avat (1) melakssnakan Pembinaan den Aslslens' nep
Miga] ralan sekali.

Ssanan Tim Perbinaan dangacau Tin Asisiensi Pegelolan

Kowsnmpan Desa Ticgkat Kecamatun sebagaimans dalarm ayual

[2] rmelipuats

# Camal sehagai Penanggungjawalb merangkap Angpoea;

b, Sclretaris Kecamatar  scbagal Kelua  meranglas
Angmota,

v Kepaa Selesl Tota Pemerintahan atac schulae lsinnya
sehagal AngEota;

d. Hepais Sekst Perberdavaan  BMasvarakst Desa azau
sebutan leinnya sebagai Anggota,

i, Kepuls 8ehst Ketentraman dun kerertiban ataa schulan
ldnnyo schaga Angaota;

f. Pogawal Keeumstlan vang ditunjuk sebagal Angiola.

Tugas Tim Pombinsean deng=so Tim Asistenst Peopelolaan

Keuangan Desa Tinglat Kecarmalan sebagoimans dimaksd

ddalarn ayal 2] melipud

A, Membing admisras: keuangan dess;

. Mermnbina pengelclaon keuangan dessq;

c. Bloembina pendeyagunaan asct doys;

d. Meomaoina Prlaksansan Dana Desa, Alokdsi Daca Zesa,
Ragian dorl Hasil Pajak dsn Retribusl Thaerah dan
Bantaan  darl  Pemerintah,  Pemerintah  Provins,
Pemeriatah Eabuapalen, dan

g, Mombina penyelespgparaan kouangsn dess ¥ane
rhencakoap perencunaﬂﬁ, dart penyusunan  APTiDesa,
prlaksanasn, penatavsahium, Jdan pertangoungawsbaEn
Al'BDoss,

Pelzksanaan rtugas Tim Prmbinaan dan/dalau Tim As.stensi

Prnpelolan Kevangan Desa Tingkat Kecamatan s hadgaimana

dimakyu:l peda evat [#) adalah ssbagal beri<ul

g, Camal sehagal Penungmingjavwak Leriugas
mengloordinasikan migas-tugas Ketuwa Tim

b, Sekreraris Kecamealan schagal Kelun sang  borbupas
menekoordingsikan lugas-ligas Anggola;



o, Bidane  Penyelcngearsan  Pemcrntaber Desa dan
Pendevagunaan oset dess  oleh  Kepala Selsl Tata
Permmeritahan aran sebutan lainnya,

d. Bidang Pclaksznaan Pombangucar Desa oleh Kepala
Sekel Pemberadavan Masvarakat Desa atau sshutan
leinmnyva;

e. Bidan Penberadayon  Masyaralkat Desa,  Bicung
Pembinaan Kemasyarakazan Tesa dan Bidang Tek
Terdupa oleh Keoals Seksl Kotermaman dar keterliban
At "-':E_"]'ZIIJ lETL |I"JI'I'l].'.I.:.-'3..

I Pegowal Kecamatan boriusss menangani administras
Tirn 'cmbinasn dan atow Ui Asistensi

Bagian Kedua
Pengawaran dan Pemeriksaan

Pasal 57

(1] B0 raelakukan  pengawasan  terhadap pelaksanzan
peraturan desa lentang APB Desa)
(2] Penpawasan vang dimaksad peda  aval (1], buken
pereriksaan tolapi [enEaWaASAN YETE lebilh mengarah untuk
menjarnin pencapaian sasaran vang elah ditctapkan dalam
persluran desa tencang APT Desa;
i3 Pengawasan penpelelaan keuangan desa berpecoman pals
leetentua serateran Perundang-undangan,

Pasal 58

FPemerilksaan  dalam  pengelolaan  dan  perlungpungiassaban
kenzergan  deoss dilakukan eleh Aparat  Pongawns [:ameinad
Pomerntahdan Uernerikss ekstemal sesual dengdn peraturan
prruncang-unlangan,

EAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN DESA

Pasal 3%

(1) Selinp kerugian desa vang  disehablon oleh lindakan
melanggar bukum asn kelalajan seszerang harus segcora
dizelesaikan dengan kelentunn perumdang-ardangan;

{2] Bendahara, Aparal dess, Dukan bendabara, alau pejolaat
lain vane karean perbuatannya melanggzar hukum ats
mclalakan kewajiban yeng dibcbankan lepadanya secara
longsung  mergikan kelangan desa,  wallk  menggantl
kerugian terselnlr.

i3] Iuepala Dewy damat sogerz melacukan lunfuan g Juﬁl.
selelut mengetaly bobnwa dulam desu vang I:u_raanﬁl-:“n
{orjadi keruginn akibal perbuatan darl pihak manapuan.

--\.n.-.-a-——
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BAB XIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Fenghargaan

Pasal &0

Dalam racgla meningkatkan kinerja pemerintah desa, malk:a
desd vwng berhasil dalem pongelelaan Keuangan Desa dapat
¢iberizan penghargaan darl Pomeriniah Kabupaten,

Baginn Keduu
Sanksi

Pasal 61

(1) Pengolola keuangan dess yang tdal dapul mcirenhl
kewajiban  dan  anggungawabnya  sebagsi  pengelols
kenatgan  schingga  mengukibalken  kernaegian desa
dikenskan sanksi administeati! danfalsu pidana sesuai
derigan parataran perondarg-uadangan;

{2 Matussn pidana atas kerugian dacrah lerhadan pengelols
kouanean <lesa atau bukan pengelels keusopan cesa, lidak
r-emnbebaskan vang bersanghkntan darl Lunlalan gant rugi;

(4] Pengelels keusngan desa selhagaimars dimaksud pada @yl
(1) durs (2, adalah Kepala Desa, Aparatur Tesa dan B
Aparcabur  Tesa  vang  karens  jabatan fdan trgasnyd
melaksanakan  danfataa terkail dengan pengelelasn
kevangan doss.

BRAE XIV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pagal 62

(1) Amabila  Kepals Tesa schagwl  pemegang  kelasaan
pengelnlaan kekuasaan desa borhalsnigan teap maks Bunat
dapul menunjukan Periakar Kepala Tess sampal terpilh
Kenald Nesa detinitf dar Pepawal Negeri Sipil Dacraly;

1Z] Apabila Kepala Desa  scbepal  pemesang ZelriasEEn
pengelolasm: keuengon desaberbalangan sernentara, maks
lgas oemeoganyg kelazaal penpeoloan keuangan Cosa
wajily dilimpahlean kepada Sekrelans Desa:

i3] Berhalanpan ieiap scbagaimana dirakeszd pada aysl (1),

aabila Mepala Desa

a. Halds masa jabalan sebehun tahun anggasan meralchit;

b. Torsai. kasus piduna yang memiliki kekustan hulom
tato)a;

¢ Tidek biss menialanxan tugds & (enam) bulan beroarut-
Lurit; an

| _PARARKNORINAS] |
e rrren T2




Rt T e A e e e el ey w R el

d. Weninggal dunia.
(4] Berhslangan semenlara sehagaimana dimaksud pada ayat

(2], apabils Kepala Dosa

g. Mendapat sanks: admriastrasi oschagw Pemegang
Kexuasaan Penpgelola Kenangan Desa;

b, Terkait dengsn kasus picana vang belum mermpunyal
kclouatan hulum tetap;

c. Berhalacgan menjasanksn tugas leltnh dael 1 [saru)
bulan sampai dengan & (cnam) bulan.

BAE XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 63

(1} Sckretaris Desa vane menjabal sebagai pejakat Kepala Desa
menerima penghasilan tetap dan (unjangan sesuai cengan
peraturan perundang wedangan yang berlakl,

(7} Pejubmtl Kepals Tesa dari Scloctaris Desa Pogawal Megeri
Sipil tidals lag sebagal koordinator pelalsana  leknis
pengclolaan keuangan desa.

BAB XV
EETENTUAN PENUTUP

FPasal 64

Pada sasl Persluean Bupatl ind moudal beriaka, Pereluran
Bupaii Namina Nomor 48 Tahun 2012 tenlang Pedoman
Peneclolaan Kouangan Desa, dicabur dan dimpeatakan ladak
berlalku,

eanar o omes |
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Pazal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlako pada tanggs] diundangkan.

Agar setiap orang  mengelahuinya, memerintahkan
peripindangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berila Dasrah Xabupaten Natuna,

Ditstapkan di Banal
puds tanpgal T (et 2015

[THunddempkan &1 Ranai
N pada tangpal 2 woret 206

SEERETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

£
SYAMSURIZION

LEMBARAN BERITA DAERAH HABEUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR i3
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